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Minta BPK Audit Aliran Dana Freeport ke Polri

KPK Duga Ada
_ Potensi Gratifikasi

JAKARTA - Terungkapnya
aliran dana dari PT Freeport ke
Polri sebesar USD 14 juta atau
Rp 140 miliar terus bergulir
menjadi isu hangat di Senayan.
Kalangan pimpinan dewan
juga menganggap persoalan ini
serius. Karenanya, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
diminta secepatnya mengaudit
aliran dana yang mengucur
setiap empat bulan sekali itu.

“Kepolisian itu institusi
pemerintah. Jadi, bisa diaudit
dengan gampang oleh BPK.
Kalau memang ada temuan,
BPK dapat memberikannya
kepada DPR sebagai pengawas
kepolisian. Kalau ada indikasi
tindak pidana korupsi langsung
diberikan ke KPK. Roadmap
itu yang harus dilakukan,’” kata
Wakil Ketua DPR Pramono
Anung di gedung parlemen,
kemarin (31/10).

Menurut dia, persoalan ini
sudah menjadi domain publik.
Pramono Anung berharap
Komisi III DPR yang menjadi
mitra Polri menanyakan aliran
dana Rp 140 miliar itu pada
saat Rapat Kerja (Raker)
dengan Kapolri Jenderal Timur
Pradopo.

“"Dalam raker ini harus
menjadi bagian atau point yang
akan di-stressing-kan (diteka-
nkan, Red) kepada Kapolri,”
ujarnya. Pram mengingatkan
Polri sebaiknya bersikap lebih
terbuka dalam mempertang-
gungjawabkan penggunaan
dana tersebut. Bila tidak
akuntabel, lanjut dia, yang rugi
adalah  keluarga besar
kepolisian sendiri. Pram
Kkhawatir ini akan menguatkan
ketidakpercayaan publik,
terutama masyarakat Papua,
terhadap jajaran Polri. Apalagi,

Pramono Anung

ribuan buruh PT Freeport saat
ini tengah berdemonstrasi
memperjuangkan kesejah-
teraan mereka akibat perlakuan
PT Freeport yang dirasa tidak
adil. “’Karena mereka
menganggap lho kok kamu
(Polri) terima dalam jumlah

_yang cukup besar buat

operasional apa. Sementara
mereka yang bekerja setengah
mati, bekerja di freeport tidak
mendapatkan apa - apa,”’ ujar
mantan Sekjen DPP PDIP, itu.

Pram memandang Freeport
sebagai perusahaan besar
memang tidak memberi
kesejahteraan yang lebih baik
kepada buruhnya dibanding-
kan Perusahaan Multi Nasional
(MNC) lain yang beroperasi di
Indonesia. ra‘’Bandingannya
gampang saja. Mengapa di
Newmont, Adaro, atau KPC
tidak ada persoalan seperti ini,
melainkan hanya ada di
Freeport,”” katanya.

Padahal, PT Freeport
menjadi penambang nomor
tiga besar dunia, bukan karena
eksplorasi tembaganya. Tapi,
justru produk sampingan,
seperti emas yang digali dari
bumi Papua. “’Dalam kotrak
karya pertama, itu (emas, Red)
tidak masuk di dalamnya,”

tutur Pram.

Fenomena aliran dana ke
Polri itu, menurut Pram,
sekaligus menegaskan kalau
operasional Freeport dari
waktu ke waktu selalu
mendapat proteksi dari pusat -
pusat kekuasaan. ’Sehingga
Freeport merasa dealnya tidak
perlu lagi dengan karyawan,
cukup dengan pusat - pusat
kekuasaan. Itulah yang
menyebabkan arogansi pemilik
Freeport,”” tegas Pram.

Kembali ke soal aliran dana
USD 14 juta, Pram menyebut
itu bukan praktek baru. Jauh
sebelumnya praktek semacam
itu sudah ada. “’Tapi sekarang
ini kan era keterbukaan . Jadi
USD 14 juta itu harus bisa
dipertanggungjawabkan
kepada publik,”’ tandasnya.

“Dari gedung Komisi
Pemberantasan  Korupsi
(KPK), persoalan aliran dana
Freeport ke Polri mulai
mendapat perhatian yang
serius. Bukan mustahil
pemberian uang kepada aparat
keamanan itu mengarah
kepada gratifikasi. Bila itu
terjadi  ini  tergolong
pelanggaran hukum. “’Ya ada
potensi (gratifikasi, Red),”” kata
Ketua KPK Busyro Muqgoddas
di kantornya, Jalan Rasuna
Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Sebelumnya, Ketua Pre-
sidium Indonesia Police Watch
(IPC) Neta S Pane mendesak
KPK aktif mengusut bantuan
dana Freeport ke Polri. Kalau
terbukti ada suap, maka KPK
harus bisa membawa oknum
pejabat Polri maupun pejabat
Freeport ke pengadilan tipikor.

Busyro sendiri mengakui,
kalau sampai saat ini lem-
baganya belum melakukan
pengusutan lebih mendalam.’
’Belum sampai ke sana
(pengusutan, Red),”” katanya.
(pnn)




